BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang

; ~ Mengingat

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : o1 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKS]

a.

10.

lndonesial\loﬂ‘w 39)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa denqgan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor § tahur 2004 fentang izin Usaha
Jasa Konstrukst, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

bahwa schubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi:

Undang andang Republik ndonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomr 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembara~ Negara Republik Indeonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1839 Nomor 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817):

Undang-urdang Nomor 12 Tahun 1399 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Kotamadya Dati [l Metro ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lemberan Negara Nomor 3825 );

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833 );

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851 ).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Renublk Indonesia Noomor 3955 )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3956)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi (Fembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957 ),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahur 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambhahan Lembaran Negara




Memperhatikan

Menetapkan

11. Keputusan Prasiden Republik Indonesia Nomor 80 Taiun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

12. Keputusan Menter: Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 369/KPTS/M/2001 tentang
Pedoman Perrberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

13. Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Daerah Kabupaten sehagai Daerah Ctonom.;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor : 09 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Jasa
Konstruks;

Hasil Rapat Tim Kajian Hukum tanggal 3 Maret 2005 Perihal Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian |zin Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali Ini yang dimaksud dengan

1.

SO

Dacrah adalah Kabupalen Lampung i
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Larnpung Timur.

Bupati adalah Bupati Lampung Timur

ljin adalah ljin Usaha Jasa Kaonstruksi

Perusahaan adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang Pelayanan Jasa Konstruksi yang m=liputi
Perusahaan Dalam Negeri maupun Perisahaan asing.

Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konstruksi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konstruksi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi,

Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau
Pelaksanaan bescrla Pengawasan yang mencakup pekerjaan arsilektur, sipil, mekanikal, eleklrikal,
instalasi dan- tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pengusaha adalah Pengusaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi

HBagiom Pombanepan kot Dagron Pemabanan Selaetonal Dacrahe fabupaten Faanpong Timon
yang ditunjulke oleh Bupalr untuk menyelengogarakan proses adnnmstias) penerbilan gin

- Retribusi adalah sejumiah pembayaran dari perusahaan untuk memohon ijin.
- Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Kabupaten Lampung Timur Cabang Kola Melro di Sukadana.

Asosiasi adalah Organisasi Profesi yanq merupakan wadah para pengusaha jasa konstruksi

- Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi

atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha perseorangan
atau badan usaha.
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18.

17.

18.

19.
20.

(1)

2)

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan da'am penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi
dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk usaha orang perseorangan atau
badan usaha.

Lembaga adalah orgarisasi sebagaimara dimaksud dalam Undang - Undang nomor 18 tahun 199
tentang jasa konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegntan jasa konstruks' nasional.

. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registras untuk menetapkan perggolongan usaha di bidang jasa

konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau golongn profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan
tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa
konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profes!
keterampilan dan keahlian kerja orang per seorangan di bidang jasa konstruksi profesi dan keahlian.,

Akredite.si adalah suatu proses perilaian yang dilakukan oleh fembaga terhadap -

a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi dan profesi jasa konstriksi atas kompetensi dan
kinerja asosiasi untuk dapat melakuxan sertifikasi anggota asosiasi atau ;

b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut
untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keanlian kerja.

SKRD adalah Surat Ketetapan Retribus Daerah.
STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor ¢ Tahun
2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruks

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang jasa kontruksi dari
perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan
kontruksi yang dilelang.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupali i melpuli -

1.

2.
|

a2

(1)

(7

Analisa dampak penyelenggaraan jasa kontruks!.

Tata hubungan transaksional
Frosp b fopouy oo koo

Povan sorbrmasyaalat pe kanbide

Pasal 4

Pololmgan dhan pobaksmaan poboronn ooy dapat diilenle oloh porgsabosn yaneg momoenthl
pestsyaran felang Qe dimnyalalan it sehagar pemenang lelang oleh paniialelany.

Persvaratan lelana ditetapkan oleh Pemimpin Provek / Pengguna Anaaarar -



(4)

Pelaksanaan peke~zz~ ~
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengawasan

d. Pemanfaaten / Penggunaan hasil pekerjaan (proyek) oleh pemilik pekerjaan.
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BABIV
PERIJINAN

Pasal 5
Setiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan wajib memiliki ljin Usaha Jasa Konstruksi.

ljin berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan dan diperbaharui untuk periode waktu vang sama
sepanjang masih melakukan usaha di bidangrya sccara nyata dengan mengikuti pelelangan pekerjaan
secara aktif maupun melaksanakan pekerjan carl kemenangan lelang yang diperoleh.

ljin berlaku untuk mengikuti penlangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

ljin tidak dapat dialihkan kepada pibak lain dengan alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis
dari Bupati.

) Bupan dapat mendeleagasilaon penciitan dan penandatiamgan pn Bopale kepada Pegabal emermtah

Daerah yang ditunjuk.
ljin hanya diberikan kepada perusahaan yang berdomisili di Kota/luar Kota yang memiliki Kantor
Cabang di daerah

Pasal 6

Untuk mendapatkan ijin pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengar,
dilengkapi persyaratan :

a. Persyaratan Umum
1). Berbadan Hukum Indonesia
2). Tidak dalam keadaan Likuidasi atau Pailit

3). Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah yang diketahui oleh Camat setempat

b. Persyaratan Khusus

Bagi Badan Usaha Asing

1). Memiliki jjin dari Pemerintah Indonesia
2). Memilik Kantor Perwakilan di Indonesia
3). Memiliki Tanda Registrasi Badan Usaha yang di keluarkan oleh lembaga Jasa Konstruksi
4). Memberikan laporan kegiatan tahunan bagr perpanjangan

5)

Memenuhi kelentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang Jasa Konstruksi yang berlaku di
Indonesia

c. Persyaratan Administrasi

1). Mengisi dengan benar dan menand angam formulir permohonan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah ¢/q. Bagian Pembangunan.

2). Memperlihatkan Asli dan melampirkan masing-masing satu (1) lembar foto copy :
1). Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya

2). lin Undang-undang gangguan (HO)

3). Nomor Pokok Wajib Pa:ak (NPWP)
4).

(2.
(2.
(2.
(2.4). Pas Fhoto Penanggung Jawab Perusahaan Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar



(2) Setelah seluruh persyaratan dimaksid pada ayat 1 dipenuhi, maka dalam waktu paling lama empat
holas T wopl Langoal pormohonan i sadah dikeliaran oleh Duapali

(3) Bupat dapal membentule Tine erehie yang - beranggolakan mslansi-mstanst pemerintah unluk
melakukan klarifikasi permohona': izin, menerbitkan Berita Acara Klarifikasi tentang kelayakan Badan
Usaha dimaksud nerupa alamat xantr, personalia dan kelayakan lainnya untuk diterbitkan Izin Usaha
Jasa Konstrukst.

Pasal 7

Permohonan izin dilangguhkan somentara waklu ke -

1. Perusanaan sedang dalam sengketa hukum didalam/diluar Pengadilan.

2. Persyaratan permohonan izin belunm dipenuhi oiet pemohon.
Pasal 8

(1) Permohonan izin ditolak jika pemohon trak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal
0.

\2) Pengusah dapat mengajukan kembali permohonan Izinnya setelah dapat memenuhi persyaratan vang
ditetapkan dalam Pasal 6.

Pesal 9

'zin dicabui Jan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyaia

1. Keterangan/syarat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan Izin tidak sesual dengan keadaan
yang sebénarnya

2. Perusahaan telah dibubarkan/dilikuidasi atau dinyakan patlit.

3. Dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. pengusaha telah dinyatakan
bersalah/kalah dalam sengketa perdata/pidana yang melibatkan perusahaan.

4. Pengusaha tidak melakukan daftar ulang Izin (her-registrasi) oaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal jatuh tempo dan telah mendapat peringatan tertulis.

5. Pengusaha lelah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan yang mengakibatkan gagainya suatt

kegiatan / proyek.

6. Pengusaha mengalifkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaar kepada pihak
lain.
Pasal 10
Dengan dicabulnya I7in maka perusahaan hidak berhak lagrmengikuti pelelangan / pelaksanaan pexeriaan

konstruksi di Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BABV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
(1) Retribusi:ni digolongkan ke dalam retribusi perlzinan tertentu.

(2) Wilayah pemungutan retribusi adalah diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.



BAB Vi
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan menurut klasifikasi besar/kecilnya perusahaan.

BAB VI
PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Prinsip penetapan retribusi adalah :

a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan ijin

b. Tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pengusaha
(2) Sasaran Penetapan retribusi adalah

a. Menunjang upaya pengawasan, pengendalian, pembinaan serta peningkatan pelayanan pemerintah
daerah

b. Menumbuhkan kesadaran pada pengusaha tentang perlunya legitimasi dalam berusaha ditidang
jasa konstruksi.

_(_)

Sebagai imbalan atas pelayanan yeng diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha

BAB VilI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Klasifikas!
a  Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi

b. Sub. Bidang dari Usaha Jasa Konstruks

Pasal 15

Kualifikasi dan Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah sebaga
berikut

o Nilar Kualifikas:
Sampai Dengan 371 Desember 2005

a Jasa Pelaksanann Konstrikai
[ I Y PO ) O T O R ] IHHV.H
YU Bl ol g D R Lty ar s S milyor tapial
A Bl Uroabao Foectl (MM T “Amulyar mpiah

Mulai 1 Januari 2006

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

1. Usaha Kool (K1, K2, K3) = (Os/d 1 milyar
DV PBuadean Vlaaby looctl (MM TH) Shmilyar mapian



P

b. Jasa Konsuitans: Fengasasas fas —anrtataarn,
Sampai dengan 31 Desember 200
1). Usaha Kecll (K)
2). Bukan Usaha Kecil (M, B)

0 s/d 200 Juta rupiah

> 200 juta rupiah

2. Sub B\'d'ang Jasa Konstruksi terdiri dari -
a. Bidang Arsitektur
1. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
2. Sub Bidang Gedung dan Pabrik
3. Sub Bidang Pertamanan
4. Sub Bidang Interior

5 Sub Bidang Arsitekiur

b. Bidang Sipll
1. Sub Bidang Draenase dan Jaringan Pengairan
2. Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat
3. 5ub Bidang Jalan, Jembatan Kerela Api
4. Sub Bidang Bendung dan Bendungan
oDy B Ly Bangrman [awah Ag
0. Sub Bidang Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah
7. 5ub Bidang Reklamasi dan Pengerukan
. Sub Bidang Pembukaan Pemukiman
. Sub Bidang Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan
10, Sub Bidang Pengupasan lermastik land clearing
11. Sub Bidang Penggalian / Penambangan
12 Sub Bidang Konstruksi Tambang dan Pembangkit

13, Sub Bidang sipil Ty

¢. Bidang Mekanikal / Eleklrikal
1. Sub Bidang Tala Udara / AC
2 Oub Biclang edalaa Vil don Faealator

3. 5ub Bidany Kelishikan dan F-Dembangki‘l"

4 Sub Bidang Ternal / Bertekanan

5 Sub Bidang Minyak/Gas/Geolhermal

6. bub Bidang Konslruksr Alat Angkul dan Fasilitas Lepas Panlo

7. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas / Energi

& Sub Bidang Mekanikal / Flekdrikal Tainmya
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1. Sub Bidang Barz.=" =22z cizan ~ . Bersin dan Air Limbah
2. Sub Bidang Perpoza- A dan Limbah

3. Sub Bidang Reboisas: Penghijauan

4. Sub Bidang Pengeboran Air Tanah
5

. Sub Bidang Tata Lingkungan lainnya.

Pasal 16

(1) Tarif Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi d'tetapkan sebagai beri«it :
Sampai dengan 31 Desember 2004
a. Bukan Usaha Kecil (B)

b. Usaha Menengah (M1, M2)

Rp. 250.000.00
Rp. 150.000,00

¢. Usaha Kecil (K1, K2, K3) = Rp. 75.00C00
Mulai 1 Januari 2006

a. Bukan Usaha Kecil (M1, M2.B ) = Rp. 250.000.00
b. Usaha Kecll (K1, K2, K3) = Rp. 100.000,00

(2) Tanf Kualifikasi Jasa Konsultansi {(Pengawasan dan Perencanaan) adalan sebagai berikut -
Sampai dengan 31 Desember 2005
a. Bukan Usaha Kecil (M1, M2 B)
b. Usaha Kecll {K)

Rp. 500.000,00
Rp. 200.000,00

i

(3) Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi/Kensultansi adalah sebagal berikut -
Sampai dengan 31 Desember 20056
a. Bukan Usaha Kecll (B )
b. Usaha Menengah (M1, M2)
c. Usaha Kecll (K3, K2, K1)

(1

Rp. 75.000,00 / Sub Bidang
Rp. 37.500.00 / Sub Bidang
.25.000.00 / Sub Bidang

1

"
ps
o

Mulai 1 Januari 2006
A Usaha Kecil (i) Rp. 75.000,00/ Sub Bidang
b. Bukan Usaha Kecll (M1 M2, B) Rp. 37.500,00 / Sub Bidang




BAB IX
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bagian Pembangunan dan di Administrasikan oleh
Ketatausahaan

(2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(3) Pemungutan Retribusi dilakukan dengar menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau
Dokumen lain yang disamakan.

(4) Penendatanganan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) ditanda tangani oleh Kepala Bagian
Pembangunan setelah diteliti oleh Kepala Sub Bagian Program Keja.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah { SKRD } atau Dokumen
lain yang dipersamakan. berlaku bagi seluruh Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah berdiri dan belum

membayar Retribusi Daerah.

PASAL XI
SANKSI ADMINISTRAS

Pasal 19
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar lepal waklunya alau kurang membayar, dikenakan sanks
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

PASAL XII
CARA PEMBAYARAN
. Pasal 20
(1 Rehibosiwajils chbaoyar livaslonad odeh pemaobion aat diberitaholean Babwes inomilil pemehon telah

selusal,

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yan ditunjuk oleh Bupati dengan
mengaunakan Sural Kelelapan Relribuai Dacrah ( SKRD)

(3) Kepada Pemohon yang telah membayar lunas retribusi diberikan tanda bukti pembayaran

(AY Apabita pomboryara vetibos Cbb ol e dderpat L gzoney di- il oleh Dopali mala retribnss yang

et cbleaen s Voo b alsdeon o b Do st poabiey baandal b e oo sepal ettt difed o



Pasal 21

(1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertamgungjawabkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat

mengijinkan pemohon untuk menunda pemoayaran retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu

(2) Penundaan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1} hanya diberikan satu kali

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatansurat lainya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaarn
penagihan retribusi dikeluarkan segera sztelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi
yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Reribusi Daerah (SKRD)

(2) Dalam Jangka 7 (tujuh) hari setelah tangeal Surat Tequran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis,
pemohon harus melunasi retribusi yang terutany.

(3) Surat T=quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan pemohon dapat memberikan penquranqan, keringanan  dan

pembebasan beaamyaelibus
(2) Tala cara pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) ditetapkan oleh Bupati.
(3) Surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk cleh Bupati
dan atau Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lampung Timur.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN
?ésal24
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa selelah melampaui jangka waktu 3 {liga) tahun
lerhilung sejak lerhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kadaluarsa Penagihan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat lequrian atau,

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsunn



BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh tim Terpadii.

(2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan ke lokasi perusahaan, lokasi
pekerjaan, memberikan arahan, binaan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha,
yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya

3) Pelaporan lentang pengelolaan pelayanan ijin dilakukan oleh Bagian

(
(4) Pelaporan dibual setiap akhir bulan juli dan desember pada tahun berjalan oleh Pelaksana Administrasi

Ketatausahaan Bagian Pembangunan kepada Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bipati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku sejak targgal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahunya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.
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